BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 32, /Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
AUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang a.  bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan
berdasarkan surat dari Dinas Perikanan Nomor :
900/318/Perkimtan-2020 tanggal 15 Desember 2020
tentang Usulan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,
Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara, perlu
ditunjuk dan ditetapkan Pengguna Anggaran
/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
pada Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2021;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pengguna
Anggaran/Pengguna  Barang, Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran pada Dinas Perikanan Tahun Anggaran
2021,

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21
Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21
Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat Il dalam Lingkungan Daerah
swatantra Tingkat | Sumatera Tengah Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);
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10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negares Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia l'ahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614),;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneaia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menter{ Dalam Negeri Nomor 21
Fahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedorman Pengelolann Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2021,

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural Dinas Perikanan ;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2021,

MEMUTUSKAN :

Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,
Ruasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan
dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perikanan
Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Apabila  Pengguna  Anggaran/Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
berhalangan, maka yang bersangkutan dapat
menunjuk Pejabat tertentu untuk menandatangani
Surat Perintah Membayar,
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KEDUA Apabila  Pengguna  Anggaran/Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

berhalangan, maka vang bersangkutan dapat
menunjuk Pejabat tertentu untuk menandatangani
Surat Perintah Membayar.

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2021,

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 1l Januari 2021

BUPATI PES SELATAN,
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
ROMOR 200/ 3% /Kpta/BPT-PS/2021

TANGGAL 1\ JANUARI 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN

PADA DINAS PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA /NIP

ANDI SYAFINAL S P, M.S.
NIF. 19761006 200312 1 003
Ir. ARLINDAWATI, M.Si.

NIF. 19661028 199210 2 001

. SYAFR] RERFINDO

21 199303 1006

JABATAN

Kepala Bidang Pengelclaan
Pembudidayaan lkan

Kepala Bidang Pemberdayaan
Nelayan dan Pembudidayaan

JABATAN DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang

Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran

KEGIATAN YANG DIKELOLA

Seluruh Program dan Kegiatan pada Dinas Perikanan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
I. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daecrah
Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Il. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
S. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
lll. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Ja-a Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listnk
2. Penyediaan Jass Pelayanan Umum Kantor
IV. Kegiatan Pemehharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemenntah Dasra®
Sub Kegiatan :
1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pyak dan Penznan Kendaraas Operasonal
atau Lapangan
2. Pemeliharaan P-ralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan [Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan laannya
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan [kan
Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Data dan Informas Pemnbudidayaan lkao dalam
2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan lkan dalwn 1 (saa
3. Fengelolaan Keschatan lkan dan Lingkungan Buaidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten ' Kota
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
I. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah K abupaten / hota
Sub Kegiatan
1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecsl
2. Peluksanaan Fasilitas Fembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Ke
3. Pelaknanaan Fasilitas Bantuag Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemutraan Usaba

+ (satu; Deerah Kabupaten, Kota

Daeran Kabupaten./ ot
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Ir. GUSTI TRI DARMA
NIP. 19530816 198908 1 001

HENDRA SYAFUTRA
NIF. 19810216 201407 1 002

RURI PRATAMA
NIP. 19861225 201001 1 020

Kepala Bidang
Bina Usaha dan Pengelolaan

Staf

Staf

Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan

Bendahara Pengeluaran

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

I. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perilkanan Bag Useha Sikals siles dan
Kecil

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perilanss dalam 1 jmatay)
Daerah Kabupaten/Kota

2. MmamﬁmmwmmMMMU-ﬁ.m—h
Pemasaran Skala Mikro dan Keeil

3. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dala | (satu) Dasraib
Kabupaten dan Kota
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